BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jendral Pajak mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 

2.1.1 Pengertian Pajak

Sebelum membahas secara mendalam tentang Pemeriksaan Pajak, akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian pajak. Ada beberapa pengertian yang bisa dijadikan acuan, tetapi dalam hal ini penulis hanya mengambil tiga pengertian yang cukup mewakili unsur-unsur yang terkandung dalam pajak.

Pengertian Pajak menurut Siti Resmi dalam “Perpajakan”, yaitu:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasrkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2003 : 1)

Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mendefinisikan pajak, yaitu:

“Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pribadi ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

(2003 : 1)

Sedangkan menurut Hardi dalam bukunya “Pemeriksaan Pajak”:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”

(2003 : 1)

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai Public Investment. Dimana pajak sebagai suatu kewajiban yang harus diserahkan oleh rakyat sebagaian dari kekayaannya ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tersebut, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Berdasarkan pengertian di atas kita dapat menarik kesimpulan, bahwa ada empat unsur dalam pajak, yaitu:

1.
Iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang beralaku.

2.
Iuran tersebut tidak dapat dipaksakan.

3.
Hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah, demi terselenggaranya tugas-tugas pemerintah.

4.
Tidak ada balas jasa secara langsung dari pemerintah.
Unsur pertama bahwa iuran wajib itu harus berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam pasal 23 ayat (2) undang-undang 1945 yang mengatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara diatur berdasarkan undang-undang. Yang mempunyai wewenang untuk menarik pajak berdasarkan undang-undang yaitu pemerintah. Hasil iuran tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, ini semua tidak lain untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pengertian pajak yang telah diatas, fungsi pajak tidak hanya untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara melainkan juga fungsi pengaturan dan fungsi sosial. Fungsi-fungsi Pajak menurut Mardiasmo, adalah:

“1.
Fungsi Budgeter (Fungsi Anggaran)


Adalah pajak merupakan alat atau sumber untuk memasukkan uang masyarakat sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara sesuai dengan peraturan umum untuk digunakan sebagai dana pembiayaan pengeluaran negara.

 2.
Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur) 


Adalah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan-tujuan tertentu baik di bidang moneter maupun di luar moneter.

 3.
Fungsi Social (Fungsi Sosial)


Adalah bagian dari fungsi budgeter dan fungsi mengatur, dimana cara pengenaan pajak kepada masyarakat di landasi falsafah dan Undang-undang 1945 terutama yang bersifat keadilan.”

(2003 : 2)

Sedangkan fungsi-fungsi Pajak menurut Siti resmi, yaitu:

“1.
Fungsi Budgeteir (Sumber Keuangan Negara)


Adalah pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

 2.
Fungsi Regulered (Fungsi Mengatur) 


Adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonami, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

(2003 : 2)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, dalam hal ini pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Sedangkan penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah sebagai contoh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah yang dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

2.13
Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. 

Menurut Mardiasmo ada tiga kelompok pajak, yaitu:

“1.
Menurut Golongannya:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.


Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

  2.
Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


  3.
Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga.


Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang terdiri atas:

1.
Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)


Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor.

2.
Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)


Contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.”

(2003 : 5-6)

Sedangkan menurut Siti Resmi ada tiga kelompok pajak, yaitu:

“1.
Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.


Contoh: Pajak Penghasilan dibayar/ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

  2.
Menurut Sifatnya:

a.  Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh:
Pajak Penghasilan didalamnya terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) Orang Pribadi.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh:  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.


  3.
Menurut Lembaga Pemungutannya:

a. Pajak Negara (Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing yang terdiri atas:

1.
Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

Contoh:
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama  Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya.

2.
Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya)

Contoh:
Pajak Hotel dan Restoran (Pengganti Pajak   Pembangunan I), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.”

(2003 : 7-8)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melihat apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung, dilihat dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.

Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

a. Penanggung jawab Pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

b. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dahulu beban pajaknya.

c. Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuatan undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut Pajak Langsung, sebaliknya jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2.1.4
Pajak Penghasilan

Terdapat beberapa pengertian mengenai Pajak Penghasilan, tetapi penulis hanya mengambil dua pengertian yang mewakili arti Pajak Penghasilan.

2.1.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no.17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“Adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.”

(2000 : 390)


Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut Early Suandy, yaitu:
“Pajak yang dikenakan terhadap Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dinilai atau berakhir dalam tahun pajak.”

(2002 : 75)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang ditujukan pada Subjek Pajak atas pendapatan yang diterimanya selama dalam tahun pajak yaitu jangka waktu1 (satu) tahun takwim.

2.1.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 disebut juga PPh Pasal 21. Pajak ini diperoleh dari penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan dari pihak-pihak tertentu. Dimana pihak-pihak tersebut wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas Pajak Penghasilan Pasal 21:

“Pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.”

(2002 :65)
Sedangkan menurut Siti Resmi Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah:

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.”

(2002 : 143)

Berikut kesimpulan di atas, Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk setiap Masa Pajak. Hal ini diperjelas dengan Undang–undang No.17 Tahun 2000, menyatakan bahwa:


“Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri untuk setiap bulan satu kali adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud Pasal 22.

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di bagian 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.”

(2000 : 389)

Pembayaran Pajak Penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu setiap satu bulan sekali. Dimana besarnya angsuran pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan tersebut adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak, lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong (Pasal 21 dan Pasal 23), Pajak Penghasilan yang dipungut (Pasal 22), Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri yang dikreditkan (Pasal 24, Bagian 12).

2.1.4.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasl 21, disebut sebagai Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas Objek Pajak adalah:

“1.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa uang lembur, uang bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tetap.

a.   Upah harian, upah mingguan, dan upah borongan. 

b.
Uang tunjangan pensiun, tunjangan hari tua, uang pesangon, dan  pembayaran lainnya yang sejenis.

c.  

Gaji dan tunjangan–tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, serta uang pensiun yang diterima.”

(2002 : 75)

Sedangkan menurut Siti Resmi Objek Pajak adalah:

“1.
Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang lembur, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

2.
Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, asuransi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;

a. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.

b. Gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

c. Bonus adalah upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang yang dibayarkan kepada karyawan.

3.
Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

4.
Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;

5.
Honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:

a. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,  dokumen, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

b. Pemain Musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

c. Olahragawan;

d. Penasihat, pengajar, penceramah, penyuluh, dan moderator;

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;

g. Agen iklan;

h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

j. Peserta perlombaan;

k. Petugas penjaja barang dagangan;

l. Peserta dinas luar asuransi;

m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

6. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Pencerminan dalam bentuk natura/kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak/Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (Deemed Profit).

7.                                                                                           (2003 : 150)

            Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Objek Pajak adalah penghasilan secara teratur maupun tidak teratur yang diterima oleh Subjek Pajak berdasarkan Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang yang berlaku.

2.1.4.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

            
Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yang berbunyi:

“1.
Yang menjadi Subjek Pajak, adalah:

a.
Orang Pajak.

b.
Warisan yang belum terbagi.

  2.
Badan yang terdiri dari PT, BUMN, BUMD atau dengan nama  dan dalam bentuk apa pun.

  3.
Bentuk Usaha Tetap (BUT).

  4.
Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan



Subjek Pajak luar negeri.

a. Subjek Pajak dalam negeri, yaitu

1. Objek Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia lebih     dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri, yaitu:

1. Objek Pajak yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek Pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.                                                                                 (2000:370)

Sedangkan menurut Siti Resmi, Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

“ a.
Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal   atau berada di Indonesia atau pun di luar negeri.


b.
Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

  
c.
Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun itu, dan badan lainnya termasuk reksadana.

d.
Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:

a.
tempat kedudukan manajemen;

b.
cabang perusahaan;

c.
kantor perwakilan;

d.
gedung kantor;

e.
pabrik;

f.
bengkel;

g.
pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja    pengeboran digunakan untuk eksplorasi pertambangan;

h.
perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

i.
proyek konstruksi, instalansi, atau proyek perakitan;

j.
pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

l.
agen/pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menerima remi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

                            




       (2003: 76)

            Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan pabalia menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.5 Pengitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21



Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui Sistem Pemotongan (Withholding System) pada saat penghasilan itu dibayarkan. Pendekatan “terima-bayar” (Pay as you earn) dan “pergi-bayar” (Pay as you go) diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan itu, setiap pemberi kerja, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan yang membayarkan penghasilan itu wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas pajak. 

Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap Orang Pribadi Wajib Pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi (pembayar) penghasilan setiap bulan. Jumlah yang dipotong pajak untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto dengan batasan maksimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan), iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (jumlahnya bergantung pada kegiatan pribadi penerima penghasilan kawin dan berapa anak-anaknya pada awal tahun pajak). Jumlah Pendapatan Tidak Kena Pajak setahun menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, Yaitu:

(a)
Rp 1.728.000,00 untuk diri Penerima Penghasilan.

(b)
Tambahan untuk seorang istri Rp 864.000,00 dan anak (maksimal tiga orang) Rp 864.000,00 (tiap orang). Jumlah itu dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Potongan pajak itu juga dilakukan terhadap pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap yang lain. Jumlah yang dipotong sebesar penghasilan bruto setelah dikurangi dengan bagian yang tidak dikenakan pajak yang jumlahnya ditetapkan Menteri Keuangan. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 21, selain potongan perusahaan yang merupakan Pungutan Pendahuluan (Provisional Withholding Tax) terdapat potongan pajak yang bersifat final. Potongan itu berlaku terhadap penghasilan tertentu (misalnya tunjangan pensiun, pesangon, dan hadiah). Sama dengan Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 juga menganut sistem Self Assessment yang dilaksanakan oleh pemotongan pajak. Dengan demikian, pada akhir tahun perusahaan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan serta menyetorkan kekurangannya ke kas negara atau Bank persepsi.

Kekurangan pajak itu merupakan kewajiban yang sebenarnya ditanggung oleh para pegawai (penerima penghasilan). Alokasi kepada pegawai tertentu yang kurang dipotong merupakan kewajiban perusahaan. Sebaliknya, jika terdapat kelebihan bayar dapat dikompensasikan dengan pembayaran bulan berikutnya. Kompensasi itu akan mengurangi potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pegawai yang bersangkutan. Adakalanya Pajak Penghasilan Pasal 21 dari para karyawan di tanggung oleh pemberi kerja. Pajak itu merupakan bagian dari unsur biaya gaji. Demikian juga apabila diberikan tunjangan pajak kepada para pegawai, pajak ditanggung pemberi kerja dan tunjangan pajak itu merupakan unsur biaya bagi pemberi kerja dan dialokasikan pada kelompok–kelompok biaya sesuai dengan tempat karyawan memberikan kontribusi pencapaian penghasilan perusahaan. Sealin pemotongan pajak yang bersifat pembayaran pendahuluan, pajak itu (kecuali Wajib Pajak hanya memperoleh penghasilan semata–mata berupa gaji/upah yang dipotong pajak, dalam kasus demikian potongan pajaknya bersifat final), terdapat beberapa penghasilan yang dipotong pajak bersifat final. 

Kategori penghasilan itu termasuk seperti berikut ini:

1.
Honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain gaji beserta tunjangan lain yang dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, ABRI, dan pensiunan yang dibayarkan oleh bendaharawan pemerintah, pemegang kas ABRI, persero taspen. Penghasilan kategori ini dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 15%.

2.
 Honorarium dan komisi yang diterima penjaga barang atau petugas dinas luar asuransi dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 10% dari jumlah bruto.

3.
Hadiah penghargaan perlombaan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 15%.

4. 
Uang pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun tunjangan dan tabungan hari tua yang di bayar sekaligus oleh badan penyelenggara jamsostek dikenakan pajak final sebesar 10% (penghasilan tidak lebih dari Rp.25.000.000,00) atau 15% (selebihnya) dengan pengecualian jumlah Rp.184.000,00.

Sesuai ketentuan yang berlaku, potongan pajak final itu tidak perlu lagi diperhitungkan oleh pihak yang kena potongan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Dengan demikian, secara sederhana sesuai dengan ketentuan perpajakan, administrasinya cukup dapat diselenggarakan oleh pemotongan saja.

2.1.4.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Terdapat beberapa pengertian mengenai Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi penulis hanya mengambil dua pengertian saja yang mewakili.
Siti Resmi mendefinisikan Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu:

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku.”








                                          (2003 : 28)

 
      
Berdasarkan Undang–undang Perpajakan No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang–undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 huruf E, yang dimaksud dengan: 

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang menurut Ketentuan Peraturan Perundang–undangan Perpajakan.”




                                                                                        (2000 : 340)

 
Dari definisi diatas, maka Surat Pemberitahuan merupakan bentuk kerja sama antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jendral Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Kantor Inspeksi Pajak untuk menentukan jumlah pajak apabila ternyata data atau perhitungan yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak tidak benar atau bertentangan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perundang–undangan yang berlaku.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai sarana bagi pemotong pajak untuk menetapkan sendiri besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terhutang dan telah dipotong dengan cara:

a.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak  Penghasilan Pasal 21 yang terhutang sebenarnya.

b.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan telah disetor dalam 1 bulan/masa.

Berdasarkan Undang–undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, bahwa:

“Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk       suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.”                       

(2000 : 34)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai sarana bagi pemotong pajak untuk menetapkan sendiri besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang telah dipotong dengan cara:

a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebenarnya terhutang. 
b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan telah disetor dalam satu tahun takwin atau bagian tahun takwin.
Bagi pemotong pajak yang telah melaporkan perhitungan, pemotongan serta penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan benar sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan Perpajakan yang berlaku, apabila dalam waktu 10 Tahun Direktorat Jendral Pajak tidak mengeluarkan Ketetapan Pajak, jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan menjadi pasti.

2.1.4.7 Surat Tagihan Pajak (STP)


Surat Pajak (STP) berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak.

Siti Resmi mendefinisikan Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu:

“Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan maupun sanksi                     administrasi yang berupa bunga dan denda.”




                                                                                          (2003 : 46)


Menurut Undang–undang No. 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan ke dua atas Undang–undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (19) menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu:

“Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.”

   







      (2000 : 41)

Berdasarkan definisi di atas Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan salah satu faktor pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengamankan penerimaan pajak dan atau lebih diperjelas kembali dengan adanya Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Pajak No. SE.29/PJ.441/1991 yang menyatakan bahwa perlunya diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) setiap tiga bulan sekali (triwulan) untuk Pajak Penghasilan kekurangan membayar atau keterlambatan menyetor atau terlambat melaporkan Pajak Penghasilan (PPh). Selain berdasarkan Surat Edaran No.SE.29/PJ.441/1991 dikeluarkan pula Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP.28/PJ.41/1993 tentang adanya perubahan pada lampiran Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP.14/PJ.BT.5/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan yang berisikan:

“Bahwa untuk meningkatkan kemampuan kepatuhan para Wajib   Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan secara tertib, perlu ditingkatkan pengeluaran Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29”.  








    




      (1993 : 28)

 
Berdasarkan Surat Keputusan di atas, maka dengan dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak dalam meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Penghasilan dengan baik dan tertib.

2.1.4.8 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak.
 
Surat Setoran Pajak menurut Siti Resmi, yaitu:

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.”

 







       (2003: 34)

Menurut Undang–undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang–undang No. 16 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak adalah:

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

 







      (2000 : 17)

   
Berdasarkan pengertian di atas Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak. Terdapat dua jenis Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak, yaitu:

a.
Surat Setoran Pajak (SSP) Standar, adalah surat yang oleh Wajib Pajak   digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran pajak terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran.

b.
Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi/alat lain yang isinya sesuai dengan yang diterapkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak

2.1.4.9 Surat Ketetapan Pajak (SKP)


Jika setelah diadakan perhitungan ternyata jumlah pajak yang sebenarnya terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan, maka Wajib Pajak berhak untuk menerima kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak. Apabila masih mempunyai utang maka harus diperhitungkan dahulu dengan utang pajak tersebut, dan bila masih ada sisa lebih, baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.

 
Surat Ketetapan Pajak menurut Siti Resmi, yaitu:

“Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).”

 







      (2003 : 40)

Sedangkan menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah:

“Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.”

 








    (2000 : 389)

 
Berdasarkan pengertian di atas bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) terdiri dari berbagai jenis, yang keseluruhannya mempunyai fungsi sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Tidak semua jenis pajak mempunyai Surat Ketetapan, pada umumnya pajak langsung yang menggunakan Surat Ketetapan Pajak seperti; Pajak Kekayaan, Pajak Rumah Tangga, Pajak Pendapatan, dan Pajak Penghasilan.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1
Pengertian Pemeriksaan Pajak


Setelah Wajib Pajak menyetorkan Surat Setoran Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.

  
Menurut Siti Resmi Pemeriksaan Pajak, adalah:

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan tujuan untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.”

 







      (2003 : 53)

Berdasarkan pengertian di atas Pemeriksaan adalah suatu proses perbandingan antara kondisi pada kenyataan yang ada atau melakukan perbandingan pada objek dan kriteria yang dapat disamakan dengan tolak ukur. Sedangkan pengertian dari pemeriksaan itu sendiri, menurut Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000, yaitu:

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.”

 







    (2000 : 391)

Direktorat Jendral Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan karena terdapat kecurigaan dari fiskus terhadap kebenaran Laporan Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak, karena Surat Pemberitahuan ini merupakan sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak.
Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari Complience Audit yang dilakukan oleh penasehat di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Berdasarkan pengertian Pemriksaan di atas, terdapat Sasaran Pemeriksaan maupun Penyelidikan yaitu untuk mencari adanya:

a.
Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.

b.
Kesalahan hitung.

c.
Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

d.
Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib  Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan Tujuan Pemeriksaan Pajak itu sendiri, adalah:

a.
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

5. Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir 3) tidak dipenuhi.

b.
Tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-   undangan Perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal:


1.
Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara   jabatan.


2.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


3.
Pengukuhan atau Pencabutan Pengusaha Kena Pajak.


4.
Wajib Pajak mengajukan keberatan.


5.
Pengumpulan bahan, guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan.


6.
Pencocokkan data dan atau keterangan.


7.
Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.


8.
Penentuan satu/lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.


9.
Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan untuk tujuan selain angka (1) sampai dengan angka (8).

2.2.2 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak pada umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu Pemeriksaan Rutin, dan Pemeriksaan Kantor.



Jenis-jenis Pemeriksaan menurut Surat Edaran No. SE.03/PJ.7/2001 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, adalah:

“ 1.
Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin   dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

   2.
Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan skor otomatis secara komputerisasi.

   3.
Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya.

  4.
Pemeriksaan Wajib Pajak Likasi, yaitu pemeriksaan yang  dilakukan atas perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak domosili.

  5.
Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap  Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak (All Taxes) dan untuk mengumpulkan keterangan kewajiban pajak lainnya.

  6.
Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

  7.
Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Pajak seperti kantor, pabrik tempat usaha, tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak.

8.   







        (2001 : 3)

Sedangkan menurut Siti Resmi, Pemeriksaan terdiri dari:

“ 1.
Pemeriksaan Lapangan

a. Pemeriksaan Lapangan meliputi suatu jenis pajak atau  seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.

b. Pemeriksaan Lapangan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lengkap, yaitu dengan jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama delapan bulan, dan Pemeriksaan Sederhana, yaitu dengan jangka waktu satu minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam minggu.

c. Pemeriksaan Lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi adanya unsur transfer pricing, dengan jangka waktu paling lama dua tahun.

         2.
Pemeriksaan Kantor

a. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak.

b. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan  pemeriksaan sederhana, dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang paling lama enam minggu.

  




     


        (2001 : 3)

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki ruang lingkup dalam pelaksanaannya sesuai dengan jenis pemeriksaan itu sendiri sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan undang-undang yang berlaku.

2.2.3    Pedoman Pemeriksaan Pajak

2.2.3.1 Pengertian Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pada saat melakukan Pemeriksaan Pajak, pemeriksa melaksanakannya berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Pajak yang telah ditetapkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 545/KMK.04/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak, yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.“

 








    (2000 : 398)

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan”:

“Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak, yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.“

 








      (2003 : 58)

 
      Berdasarkan definisi di atas kita dapat memberikan kesimpulan, bahwa dalam pelaksanaannya Pemeriksaan Pajak didasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Pajak. Pedoman Pemeriksaan Pajak yaitu Pedoman bagi Pemeriksa Pajak (fiskus) dalam menjalankan tanggung jawab profesinya, dalam hal ini melakukan Pemeriksaan Pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak atau untuk tujuan lain.

2.2.3.2 Pembagian Pedoman Pemeriksaan Pajak



Pedoman Pemeriksaan Pajak yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 545/KMK.04/2000 terbagi dalam tiga kelompok utama, yaitu:



“a.   
Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

 



i.
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telah

mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki  keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.




ii.
Pemeriksa Pajak harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifap independen, obyektif, dan lugas serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.




iii.
Pemeriksaan harus dilakukan untuk Pemeriksa Pajak dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak;

iv. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

  b.
Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:



i.
Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dengan mendapat pengawasan yang seksama.

 

ii.
Luas Pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.



iii.
Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berkaitan, dan berlandaskan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

c.

Pedoman Laporan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

   

i.
Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara rinci, ringkas    dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang di dukung temuan atau bukti yang kuat. Tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

      ii.
Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:

1.
Berbagai faktor perbandingan.

             2.
Nilai absolut dari penyimpangan.





3.

Sifat dari penyimpangan.

4.

Bukti atau Petunjuk adanya penyimpangan.

5.

Pengaruh penyimpangan.

6.

Hubungan dengan permasalahan lainnya.




iii.
Laporan Pemeriksaan Pajak harus di dukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

 







        (2000 : 398-400)

 


Berdasarkan penjelasan di atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak didasarkan pada Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak berlandaskan pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila terdapat perhitungan pada besarnya pajak yang terutang, menurut Laporan Pemeriksaan Pajak yang digunakan sebagai Dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut berbeda dengan Surat Pemberitahuan, maka akan diberitahukan kepada Wajib Pajak 

2.4 
Pengendalian Intern

2.4.1
Pengertian PengendalianIntern

 


Pada Pemeriksaan Pajak Pengendalian Intern sangat penting untuk menjamin semua kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya penyelewengan yang memungutnya. Pengertian Pengendalian Intern menurut AICPA (American Institute Of Certified Public Accountings) dikutip oleh Barry E. Cushing and Marshall B. Romney, yaitu:

“Internal control comprites then plan of organization and all of coordinate methods and measures adopted with in a business to safeguard its asset, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial police.“

 











    (1994 : 528)

Kemudian diterjemahkan oleh La Midjan Azhar Susanto, yaitu:

“Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi dan segala cara-cara serta tindakan-tindakan dalam suatu perusahaan yang saling dikoordinasikan yang dimaksudkan untuk mengamankan hartanya, meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan kepada kebijakan-kebijakan yang telah digariskan pemimpin perusahaan.“

 











      (2001 : 58)

Sedangkan pengertian Pengendalian Intern yang dikemukakan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Pernyataan Auditing No. 69 pada buku “Standar Profesional Akuntan Publik,” sebagai berikut:

“Adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain, entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektifitas dan efisiensi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku….”

 











 (2001 : 319,2)

Dalam pengertian di atas, perusahaan dianggap sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan negara. Jelas bahwa Pengendalian Intern mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang Laporan Keuangan yang disajikan secara umum untuk memberikan keyakinan secara wajar sesuai Prinsip Akuntansi di Indonesia.

2.4.2
Tujuan Pengendalian

 


Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Tujuan Pengendalian Intern menurut Mulyadi yaitu:

“ 1.   Keandalan pelaporan keuangan.

   2.   Mendorong efisiensi dan efektifitas Operasional.

   3.   Ketaatan kepada hukum dan peraturan.”

 









    (2002 : 180)

Menurut Barry E. Cushing and Marshall B. Romney, yang kemudian diterjemahkan oleh La Midjan Azhar Susanto dalam bukunya Auditing, yaitu:

“Pada dasarnya Tujuan dari Pengendalian Intern ada tiga, meliputi Keandalan pelaporan keuangan, Mendorong efisiensi dan efektifitas Operasional, serta Ketaatan kepada hukum dan peraturan.”

 










    (2000 : 258)


      Berikut penjelasan dari pengertian di atas:

 
Keandalan pelaporan keuangan 

1. Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan Laporan Keuangan bagi investor, kredit dan pengguna lainnya, manajemen mempunyai kewajiban hukum dan professionalisme untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan Standar Pelaporan yang ada. Misalnya; Prinsip Akuntansi yang berlaku umum.

2.

Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan efektif.

3.

Ketaatan kepada hukum dan peraturan

Banyak sekali hukum dan peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan diantaranya berkaitan tidak langsung dengan Akuntansi. Misalnya: Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perburuhan. Peraturan yang lain sangat erat kaitannya dengan Akuntansi. Contoh: Undang-undang Perpajakan dan Undang-undang Perseroan.

2.4.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Dalam Struktur Pengendalian Intern terdapat lima kategori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat terpenuhi.




Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Pernyataan Auditing No. 69 pada buku “Standar Profesional Akuntan Publik,” menyatakan macam unsur serta penjelasan tentang unsur tersebut adalah:
 


“a.  
Lingkungan Pengendalian.


Lingkungan Pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat/memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor-faktor yang    mempengaruhi tadi termasuk:

1.
Integritas dan nilai-nilai etika.

2.
Komitmen terhadap kompetensi.

3.
Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit.

4.
Filosofi dan gaya operasi manajemen.

5.
Struktur organisasi.

6.
Penetapan wewenang dan tanggung jawab.

7.
Kebijakan mengenai Sumber Daya Manusia.

              b.
Penaksiran Resiko.

Penaksiran resiko terdiri dari metode catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasikan, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan, mencantumkan dan melaporkan transaksi satuan usaha untuk menyelanggarakan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Sistem Akuntansi yang efektif mempertimbangkan pembuatan metode dan catatan yang akan:

1.
Mengidentifikasikan ancaman resiko.

2.
Estimasi resiko.

3.
Estimasi kerugian.

4.
Identifikasi kerugian.

5.
Estimasi manfaat dan pengorbanan.

        c.
Informasi dan Komunikasi Akuntansi.

1. Sistem yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan.

2. Informasi yang dihasilkan dapat membantu manajemen   dalam membuat keputusan.

3. Adanya penerimaan tentang peran dan tanggung jawab mengenai Pengendalian Intern.




  d.
Aktivitas Pengendalian.

Aktivitas Pengendalian kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap Lingkungan Pengendalian dan penaksiran resiko yang telah diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. Aktivitas pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam prosedur yang bersangkutan dengan:

1.
Otorisasi yang tepat terhadap aktivitas dan transaksi.

2.
Pemisahan fungsi.

3.
Perencanaan dan penggunaan dokumen yang   memadai.

4.
Perlindungan terhadap akses dan penggunaan aktiva.

5.
Pengecekkan independen terhadap kinerja.

              e.
Pemantauan

1.
Supervisi yang efektif.

2.
Pelaporan pertanggungjawaban.

3.
Internal auditing.“

 









 (2002 : 319,4)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa elemen-elemen tersebut terdiri atas kebijakan dan prosedur yang berkenaan dengan pengendalian, dimana kepentingan pemeriksa terutama berkaitan dengan pencegahan atau pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan.

Sedangkan menurut Arens & Loebbecke dalam bukunya Auditing yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf mengemukakan unsur-unsur pengendalian intern, yaitu:

“1.   Lingkungan Pengendalian.

  2.   Penetapan Resiko.

  3.   Informasi dan Komunikasi Akuntansi.

  4.   Aktivitas Pengendalian.

  5.   Pemantauan.“

 










    (2000 : 261)
Berikut penjelasan dari pengertian Unsur-Unsur Pengendalian Intern:

1.

Sub komponen dari Lingkungan Pengendalian:

a. Integritas dan nilai-nilai etika, adalah produk dari standar etika dan    perilaku, bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan di dalam suatu perusahaan.

b. Komitmen terhadap kompetensi, meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan.

c. Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi, manajemen melalui aktivitasnya, memberikan tanda yang jelas kepada pegawai tentang pentingnya pengendalian.

d. Struktur Organisasi, perusahaan membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada, serta menghubungkan garis arus komunikasi.

e. Dewan Komisaris atau Komite Audit, Dewan Komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif menilai aktivitas manajemen. Agar efektif komite audit harus memelihara komunikasi baik dengan auditor intern atau audit ekstern.

f. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung jawab, mencakup pentingnya pengendalian, organisasi formal, rencana operasi, deskripsi tugas pegawai, dokumen kebijakan perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal.

g. Kebijakan dan Prosedur Kepegawaian, pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya penting dalam menyediakan pengendalian yang efektif.

2.

Instansi pemerintah mempekerjakan pegawai hanya melalui perekrutan, pewawancaraan, pengujian dan seleksi yang diteliti, serta melakukan penilaian kinerja secara berkala.

3.

Adanya keharusan mengecek data kebenaran formal data masukan dan data keluaran, serta pengalihan potensi pajak dengan mencari data identitas Wajib Pajak.

4.

Tiap pegawai harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan bertanggung jawab pada bidang pekerjaanya saja.

5.

Pemeriksaan Intern harus selalu dilakukan pada semua bidang yang terkait secara periodik, agar dapat ditentukan adanya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan, sehingga pemeriksaan dilakukan dengan semestinya.

2.4
Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21



Pengendalian Intern sangat berpengaruh pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dimana dalam pelaksanannya akan berdampak secara langsung pada pemeriksaan untuk mencari adanya resiko salah saji dalam pengujian dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan resiko tersebut.

 

Dalam Standar Professional Akuntan Publik (Ikatan Akuntansi Indonesia), dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam suatu entitas pemerintahan mencakup pengetahuan tentang desain Pengendalian Intern yang relevan dengan Laporan Keuangan yang dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan, jumlah yang tercantum dalam Laporan Keuangan dan tentang apakah Pengendalian Intern tersebut telah dioperasikan. Dalam perencanaan audit, pengetahuan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tipe potensi salah saji potensial, untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap resiko salah saji material dan untuk mendesain pengujian subtrantif.”

 









 (2001 : 801,6)

Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak diatur dalam Standar Audit Pemerintahan Paragraf 4.30, 4.31 dari Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu:

 

“4.30
Standar Umum Keempat:

Setiap organisasi atau lembaga audit yang melaksanakan audit berdasarkan pada Standar Audit Pemerintah, harus memiliki Pengendalian Intern. Pengendalian Intern tersebut harus di-review oleh pihak lain yang kompeten.


           4.31  
Pengendalian Intern yang disusun oleh organisasi atau lembaga audit harus dapat memberikan keyakinan yang memadai, bahwa organisasi atau lembaga tersebut: (1) Telah menerapkan dan mematuhi Standar Audit yang berlaku, (2) Telah menetapkan dan memenuhi kebijakan dan prosedur audit yang memadai sifat dan Lingkungan Pengendalian Intern atas mutu dari organisasi atau lembaga audit tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran dan tingkat otonomi kegiatan yang diberikan kepada staf dan organisasi atau lembaga dari segi biaya dan manfaat yang semestinya. Dengan demikian Pengendalian Intern yang disusun oleh organisasi atau lembaga audit secara individual bervariasi begitu pula mengenai dokumentasinya.”

 









(2000 : 26-27)



Pengendalian Intern dapat diterapkan dalam pemerintahan, tetapi pada umumnya entitas perusahaan diatur oleh berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada Laporan Keuangan. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai dasar dan dicerminkan dalam struktur dana, basis akuntansi dan prinsip lain serta metode yang telah ditetapkan dari akuntansi perusahaan.

2.5
Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Pengendalian Intern Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21




Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Pengendalian Intern dapat diketahui dari penjelasan Hardi dalam “Pemeriksaan Pajak”, yang menyatakan:

“Bahwa Peranan Pemeriksaan Pajak dapat dikatakan cukup dominan dalam mendongkrak penerimaan negara yang berasal dari pajak. Itulah sebabnya siapapun orangnya jika ia berada pada posisi sebagai otorisasi Pajak yang dibebani tugas berat untuk mengurangkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak maka secara logis ia akan memakai pemeriksaan pajak sebagai salah satu alat kendali dalam menunjang pengendalian intern untuk menjelaskan tugas mengamankan peneriman negara.”

 











(2003 : 87-88)

 


Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa untuk menciptakan suatu Pengendalian Intern dalam Kantor Pelayanan Pajak harus terdapat koordinasi dari struktur organisasi. Pengendalian Intern yang baik dapat membantu manajemen di dalam mengawasi jalannya kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak, dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan, serta memberikan kepastian agar transaksi-transaksi yang dilakukan dalam Kantor Pelayanan Pajak dapat berjalan dengan baik dan Lancar.
